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ABSTRACT 

This study explores the influence of Sharia Compliance and Islamic 

Corporate Governance (ICG) on Fraud disclosure in Islamic commercial 

banks through the lens of Agency Theory. Sharia Compliance plays a 

pivotal role in preventing Fraud by enforcing strict Islamic principles of 

honesty, justice, and transparency, with the Sharia Supervisory Board 

(SSB) serving as a critical monitoring mechanism. Meanwhile, ICG 

strengthens internal oversight through structured governance 

mechanisms, including independent commissioners and frequent SSB 

meetings, reducing information asymmetry and limiting managerial 

misconduct. By mitigating agency conflicts and reinforcing ethical 

business practices, robust Sharia Compliance and ICG frameworks 

enhance Fraud detection and foster greater corporate transparency. This 

research highlights the importance of integrating Islamic governance 

principles to safeguard stakeholder interests and build public trust in the 

Islamic banking sector. 
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PENDAHULUAN 

Industri keuangan Sharia telah mengalami pertumbuhan pesat, termasuk di Indonesia 

sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sistem perbankan Sharia 

dirancang untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan 

maysir, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Konsep ini 

menjadikan bank Sharia tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang 

mengemban amanah moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Najib & Rini, 2019) . 

Namun, meskipun berlandaskan prinsip Sharia, praktik Fraud masih menjadi ancaman 

nyata bagi stabilitas dan integritas bank Sharia. Kasus-kasus penyalahgunaan dana, manipulasi 

laporan keuangan, dan pelanggaran prinsip Sharia telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu 

kasus Fraud terjadi di Bank Sharia Mandiri mengungkap adanya penyaluran kredit fiktif oleh 

empat pegawai internal  senilai Rp102 miliar kepada 197 nasabah yang tidak valid. Insiden ini 

menyebabkan kerugian finansial sebesar Rp59 miliar (Rahmayani & Rahmawaty, 2017). Hal ini 

menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas penerapan Sharia Compliance dan Islamic 

Corporate Governance (ICG) dalam mengurangi risiko Fraud dan meningkatkan transparansi. 
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Fraud didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan 

secara sengaja dengan tujuan mengelabui, menipu, atau memanipulasi pihak lain, termasuk bank 

dan nasabah, yang terjadi dalam lingkungan perbankan dan/atau menggunakan sarana bank 

(Supriatna et al., 2022). Tindakan ini berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi bank, 

nasabah, atau pihak terkait lainnya, sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi pelaku, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Fraud dapat terjadi di berbagai tingkatan 

organisasi, mulai dari manajemen hingga pemilik Perusahaan 

Menurut Najib & Rini (2019), untuk memenuhi kepatuhan bank Sharia merekomendasikan 

Islamic Disclosure Index (IDI) yang dikembangkan berlandaskan tiga indikator pengungkapan 

islami, yaitu Sharia Compliance, corporate governance dan social/environment disclousure. 

Konsep Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, 

dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur 

dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan 

(Purwanto et al., 2020). Good Corporate Governance (GCG) dimaksudkan untuk mengatur 

hubungan antara stakeholders dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan 

strategi perusahaan. mekanisme CG mempercepat pencapaian tujuan untuk kesejahteraan 

pemangku kepentingan lslamic corporate governance berperan dalam mengatur struktur dan 

mekanisme tata kelola perusahaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam praktik 

manajerial dan pengambilan keputusan. Sedangkan Sharia Compliance mengacu pada kepatuhan 

bank terhadap fatwa dan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Sharia (DPS). Kedua 

elemen ini diyakini mampu menjadi benteng utama dalam memitigasi potensi Fraud, asalkan 

diterapkan secara optimal dan konsisten Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

secara sistematis bagaimana Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance memengaruhi 

pengungkapan Fraud pada Bank Umum Sharia 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Teori Agensi 

Teori Agensi diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan 

kontraktual antara dua pihak: principal (pemilik atau pemegang saham) dan agent (manajemen). 

Principal mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada agent, dengan harapan agent 

bertindak sesuai kepentingan principal. Namun, sering kali muncul konflik kepentingan karena 

agent cenderung mengejar keuntungan pribadi, yang berpotensi merugikan principal. Principal 

dapat berupa pemilik saham dan nasabah, sedangkan agent adalah manajemen bank yang 

mengelola dana dan aktivitas bisnis (Anggraini & Suryaputri, 2023). Ketika manajemen memiliki 

lebih banyak informasi daripada pemilik, muncul asimetri informasi yang dapat membuka 

peluang terjadinya Fraud. Misalnya, manajemen dapat menyembunyikan pelanggaran prinsip 

Sharia atau melakukan manipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Untuk 

mengurangi risiko Fraud dan memperkecil konflik keagenan, penerapan Sharia Compliance dan 

Islamic Corporate Governance (ICG) menjadi sangat penting. Sharia Compliance memastikan bahwa 

seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip Sharia, yang diawasi oleh Dewan Pengawas 

Sharia (DPS) (Farida et al., 2021). Sementara itu, ICG memperkuat mekanisme pengawasan 

melalui struktur tata kelola yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan 

(Azwirman et al., 2023). 
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Islamic Corporate Governance 

Islamic Corporate Governance (ICG) adalah sistem tata kelola yang mengintegrasikan 

prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik pengelolaan perusahaan. Mekanisme corporate governance 

mempercepat pencapaian tujuan untuk kesejahteraan pemangku kepentingan, dengan 

memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mematuhi 

nilai-nilai Sharia, mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Mukhtaruddin et 

al., 2022). Dalam bank Sharia, ICG menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan 

para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, dan masyarakat luas 

(Herdianto et al., 2016). Dalam pengukuran ICG, terdapat 11 indikator penilaian dengan metode 

self assesement. 

Sharia Compliance 

Sharia Compliance mengacu pada kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Sharia dalam 

seluruh aktivitas perusahaan, khususnya lembaga keuangan Sharia. Kepatuhan ini mencakup 

larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta memastikan bahwa semua transaksi 

sejalan dengan hukum Islam (Wibowo, 2023). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran 

penting dalam mengawasi implementasi prinsip ini, memberikan fatwa, dan mengaudit 

operasional perusahaan untuk memastikan kesesuaian dengan Sharia. Dengan menjaga Sharia 

compliance, perusahaan dapat memperkuat integritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

dan mengurangi risiko hukum maupun reputasi. Dalam pengukuran Sharia compliance dapat 

menggunakan rasio profit sharing (Santika & Ghofur, 2019). 

Sharia compliance dapat diukur melalui Islamic Performance Index, yang berfungsi sebagai 

alat untuk menilai tingkat kepatuhan suatu organisasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam 

aktivitas bisnisnya. Penilaian ini didasarkan pada informasi yang terdapat dalam annual report 

perusahaan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan syariah 

meliputi Islamic Income Ratio, Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Zakat Performance Ratio. 

Fraud 

Fraud dalam konteks bank Sharia merupakan tindakan penyimpangan yang disengaja 

untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi sistem keuangan demi keuntungan pribadi atau 

kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mayndarto, 2023). Tindakan 

ini dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyaluran dana fiktif, atau penyalahgunaan 

wewenang yang merugikan bank maupun nasabah. Bank Sharia yang menerapkan ICG dan 

Sharia compliance dengan kuat memiliki potensi lebih besar untuk mendeteksi dan mencegah 

tindakan Fraud melalui pengawasan ketat, transparansi yang tinggi, dan budaya organisasi yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam (Rahmayani & Rahmawaty, 2017). Fraud dapat diukur dengan 

variabel dummy, yaitu memberikan kode 1 apabila bank syariah terbukti melakukan fraud dan  

kode 0 (nol) diberikan kepada bank syariah yang tidak melakukan fraud. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diperoleh melalui tahapan seleksi, meliputi artikel jurnal dan 

working paper. Pencarian data dilakukan dari sumber, seperti Google Scholar dengan bantuan 

aplikasi Publish or Perish, dan Research Gate. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan sumber 

yang relevan dan mendukung fokus penelitian ini. 
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Gambar 1. Diagram Prisma 

Proses seleksi artikel mengutamakan kualitas sumber, dengan mempertimbangkan 

tingkat akreditasi jurnal sebagai indikator kredibilitas dan validitas ilmiah. Dari 140 Artikel, 25 

artikel relevan dengan topik penelitian yang akan dianalisis. 25 Artikel ini terdiri 1 artikel 

terakreditasi Q2, 3 artikel terakreditasi Q3, 1 artikel terakreditasi sinta 1, 4 artikel terakreditasi 

sinta 2, 6 artikel terakreditasi sinta 3, 5 artikel terakreditasi sinta 4, dan 5 artikel terakreditasi sinta 

5,  

 

Tabel 1. Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap 

Pengungkapan Fraud 

Variabel Penulis Penelitian 

Sharia Compliance Sriyani et al. (2024); Azwirman et al. (2023); Khan 

(2022); Supriatna et al. (2022); Muhammad et al. 

(2019); Santika & Ghofur (2019) 

 

+ 

 Ridha & Umiyati, (2022); Aminatun & Mukhibad, 

(2021); Farida et al. (2021); Biyantoto & Ghoniyah 

(2019); Najib & Rini (2019); Herdianto et al. (2016) 

 

 

- 

Islamic Corporate 

Governance 

Wibowo (2023); Sabila & Puspita (2022); Husaeni 

& Jayengsari (2020); Fadhistri & Triyanti (2019); 

Fathi et al. (2017); Ismail & Abdelmoniem (2013) 

 

+ 

 Hamdiah et al. (2024); Anggraini & Suryaputri, 

(2023); Mayndarto (2023); Sari et al. (2023); Ali et 

 

- 
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al. (2022) Mukhibad et al. (2021); Ngumar et al. 

(2019) 

(+) positif (-) negatif 

Dari 140 Jurnal yang ada kemudian diseleksi hingga menghasilkan 25 artikel jurnal yang 

relevan. Terdapat 6 artikel yang menunjukkan hubungan positif antara Sharia compliance 

terhadap pengungkapan Fraud dan 6 artikel yang menunjukkan hubungan negatif antara Sharia 

compliance terhadap pengungkapan Fraud. Kemudian terdapat 6 artikel yang menunjukkan 

hubungan positif antara Islamic Corporate Governance terhadap pengungkapan Fraud dan ada 7 

artikel yang menunjukkan hubungan negatif antara Islamic Corporate Governance terhadap 

pengungkapan Fraud. Sharia compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap 

pengungkapan Fraud sangat bergantung pada kualitas implementasi dan komitmen manajemen. 

Ketika kepatuhan Sharia dan tata kelola dijalankan secara autentik, hal ini mencegah praktik 

Fraud. Sebaliknya, jika hanya dijalankan dengan buruk, keduanya dapat menjadi hambatan, 

meningkatkan risiko Fraud dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap perusahaan Sharia. 

 

METODE PENELITIAN 

penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode ini 

memungkinkan peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan penelitian-

penelitian terdahulu mengenai pengaruh  Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance 

terhadap Pengungkapan Fraud 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh Sharia Compliance terhadap Pengungkapan Fraud 

Sharia Compliance berperan krusial dalam mencegah Fraud melalui penerapan prinsip-

prinsip Islam yang ketat terkait kejujuran dan keadilan. Dalam perspektif Agency Theory, 

kepatuhan Sharia berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengurangi potensi 

konflik keagenan antara manajemen dan pemilik (Anggraini & Suryaputri, 2023). Konflik ini 

sering muncul ketika manajemen memiliki insentif untuk memprioritaskan keuntungan 

pribadi daripada kepentingan pemilik atau pemangku kepentingan lainnya.  

Penelitian Sriyani et al. (2024), menunjukkan bahwa Sharia Compliance berperan secara 

positif dan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi 

kecurangan. Prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran,  keadilan, dan tanggung 

jawab  membentuk budaya perusahaan yang lebih beretika (Supriatna et al., 2022). 

Perusahaan yang mematuhi standar syariah cenderung memiliki sistem pengawasan yang 

kuat dan secara tidak langsung membatasi peluang terjadinya fraud. Namun, penelitian 

Ridha & Umiyati, (2022),  menemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang tinggi belum 

tentu menjamin rendahnya kasus fraud, terutama jika kepatuhan hanya bersifat formalitas 

(compliance for appearance). Perusahaan yang hanya mengejar label "sharia" demi meningkatkan 

daya tarik pasar cenderung memperlakukan kepatuhan sebagai sekadar pemenuhan regulasi, 

tanpa benar-benar menginternalisasi nilai-nilai Islam. Dalam kondisi ini, fraud tetap mungkin 

terjadi, dan pengungkapannya menjadi terbatas karena perusahaan merasa telah cukup 

mematuhi standar syariah secara administrative (Najib & Rini, 2019). Ketidakefektifan Dewan 

Pengawas Syariah, baik karena kurangnya independensi maupun minimnya kapasitas audit 
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investigatif, sering kali menjadi faktor utama yang memperlemah pengaruh positif Sharia 

Compliance terhadap pengungkapan fraud (Biyantoto & Ghoniyah, 2019). Oleh karena itu, 

solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat internalisasi budaya syariah melalui 

pelatihan berkelanjutan serta memperbesar peran DPS dalam melakukan pengawasan yang 

lebih aktif dan mendalam.  

Keberadaan Dewan Pengawas Sharia (DPS) bertindak sebagai pihak ketiga yang 

mengawasi kepatuhan Sharia, yang secara tidak langsung mempersempit celah bagi 

manajemen untuk melakukan manipulasi atau Fraud. DPS juga memperkuat fungsi 

monitoring, mengurangi informasi asimetris, dan memastikan bahwa setiap aktivitas 

perusahaan sesuai dengan prinsip Sharia (Azwirman et al., 2023). Dengan demikian, 

kepatuhan Sharia yang kuat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya Fraud, sekaligus 

memperkuat transparansi dalam pengungkapan insiden kecurangan yang terjadi. 

2. Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Pengungkapan Fraud 

Islamic Corporate Governance (ICG) memperkuat struktur pengawasan internal melalui 

mekanisme seperti DPS, dewan komisaris independen, dan transparansi yang lebih besar 

dalam pelaporan keuangan. Menurut Agency Theory, ICG berfungsi sebagai alat untuk 

mengurangi masalah keagenan dengan menciptakan struktur tata kelola yang ketat, sehingga 

membatasi peluang manajemen untuk bertindak menyimpang dari kepentingan pemilik 

(Farida et al., 2021). Mekanisme ICG yang efektif  mampu mendeteksi dan mengungkap 

tindakan fraud lebih dini (Wibowo, 2023).  Semakin kuat penerapan prinsip-prinsip ini, 

semakin tinggi dorongan untuk menghindari perilaku menyimpang yang bertentangan 

dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam beberapa kasus, Islamic Corporate Governance justru 

tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengungkapan fraud, terutama ketika 

implementasinya dilakukan secara lemah atau hanya untuk memenuhi standar kepatuhan 

minimal (Hamdiah et al., 2024). Komite audit yang pasif, dewan pengawas yang tidak benar-

benar independen, atau dominasi pemilik mayoritas yang mengabaikan prinsip good 

governance dapat menghambat efektivitas pengawasan (Aminatun & Mukhibad, 2021). 

Ketika pengawas tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami aspek keuangan 

syariah atau tidak diberi kewenangan yang cukup untuk melakukan investigasi, peluang 

fraud tetap terbuka, dan pengungkapannya menjadi terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, 

penting bagi perusahaan untuk memperkuat kapasitas pengawas melalui pelatihan intensif, 

meningkatkan independensi pengawasan, serta mengadopsi kebijakan transparansi yang 

lebih tegas, seperti sistem whistleblowing yang dijamin keamanannya. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sharia Compliance dan Islamic Corporate 

Governance memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat Fraud pada bank Sharia. 

Melalui lensa Agency Theory, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap prinsip Sharia dan 

pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Sharia (DPS) berperan sebagai mekanisme 

pengendalian konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Sharia Compliance 

bertindak sebagai pagar moral yang membatasi perilaku oportunistik manajer, sementara ICG 

memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. 
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Dengan adanya pengawasan yang berlapis dan penerapan tata kelola yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam, potensi Fraud dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, penerapan prinsip-

prinsip ini juga berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan dan memperkuat 

kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Sharia. Oleh karena itu, optimalisasi peran DPS, 

peningkatan literasi Sharia bagi seluruh elemen organisasi, dan penguatan regulasi terkait ICG 

menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan Sharia 

di masa depan 
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